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ABSTRAK 
 
Krizya Hadinata (B11108315), Analisis Hukum terhadap Kewenangan 
Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Walikota Parepare dibimbing oleh 
Achmad Ruslan sebagai pembimbing I dan Anshori Ilyas sebagai 
pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui kewenangan pejabat pelaksana 
tugas sementara walikota Parepare dan sejauhmana implikasi hukum 
terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas 
tersebut.  
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan mengumpulkan data berupa data primer melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar dapat 
memperoleh data-data akurat dan konkret mengenai masalah penelitian 
dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap 
berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti 
dokomen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan 
masalah dan tujuan penelitian, kemudian diolah dan dianalisis dan ditarik 
sebuah kesimpulan. Menurut penulis, kewenangan penjabat atau pejabat 
pelaksana tugas sementara hampir sama dengan walikota depenitif yakni 
segala kewenangan yang bersifat administratif dan dilaksanakan sesuai 
dengan SK pengangkatan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat 
pelaksana tugas sementara bersifat mengikat dan dilaksanakan oleh 
seluruh organ yang ada dalam lingkup pemerintahannya dengan 
ketentuan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SK 
pengangkatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut 
asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan 
memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu sesuai dengan 
ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 setelah hasil amandemen, maka dinyatakan 
bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 
urusan pemerintah pusat. 
Dimana ditetapkan bahwa pemerintah daerah yang harus 
mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas 
otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, 
meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, keadilan dan kekhususan suatu daerah yang masih dalam 
sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
 
 
 
2 
Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk 
menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang 
luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Desentralisasi 
kewenangan pemerintahan yang diberikan kepada daerah 
dimaksudkan sebagai  upaya untuk mendorong pemberdayaan 
masyarakat, pertumbuhan aspirasi dan kreatifitas, peningkatan peran 
serta masyarakat lokal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Oleh karena itu, pengertian otonomi daerah dimaknai sebagai 
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-
undangan. 
Pembentukan daerah otonom secara serentak (simultan) 
merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi 
dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu 
sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Aspirasi 
tersebut terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi 
menjelma menjadi daerah otonom. Oleh kaerna itu, otonomi daerah 
adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, 
desentralisasi sebenarnya menjelma menjadi otonomi masyarakat 
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setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian 
layanan yang bersifat lokalitas (daerah setempat) demi kesejahteraan 
masyarakat yang bersangkutan1.  
Dalam pengertian lain, otonomi didasarkan pada keinginan untuk 
menciptakan demokrasi di tingkat lokal, pemerataan, dan efisiensi 
pemerintahan. Desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah 
diyakini akan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan menciptakan 
demokrasi ditingkat lokal melalui partisipasi masyarakat. Hal ini akan 
bermuara pada pencapaian pemerataan pembangunan. 
Secara umum ada tiga tujuan yang harus dicapai dalam 
peyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menciptakan 
pemberdayaan daerah dan masyarakatnya. Pertama, menciptakan 
kondisi yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan memecahkan masalah yang 
dihadapi oleh oleh masyarakat tersebut.  Kedua, mengembangkan 
perangkat pemerintahan yang menunjang tingkat partisipasi 
masyarakat hingga unit pelayanan terkecil. Kemudian tujuan yang 
ketiga, adalah mengembangkan sistem produksi untuk memenuhi 
tingkat swasembada di tingkat lokal. 
  
                                                           
1 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia.  
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Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang 
luas untuk menyampaikan persepsinya masing-masing, sekaligus 
membuat strategi yang terencana untuk mencapai tujuan otonomi 
daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, desentralisasi harus 
dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah 
yang luas harus dilaksanakan secara integral dan  terpadu sebagai 
subsistem pemerintahan negara dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Otonomi yang harus dijalankan dengan konkret 
dan konsekuen untuk mencapai hasil yang diharapkan. Untuk itu, agar 
upaya penyelenggaraan otonomi menghasilkan efek yang positif, 
sasaran sektor pembangunan daerah yang dicapai harus bersifat 
saling melengkapi dan saling menunjang. 
Dalam hal ini terjadi sebuah masalah dalam hal kewenangan 
yakni meliputi lingkup pemerintahan daerah kota Parepare. Hal yang 
terjadi adalah mengenai kekosongan jabatan karena Walikota 
Parepare terjerat kasus tindak pidana korupsi. 
Apabila masalah kekosongan jabatan ini tidak segara diatasi, 
maka kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru. Oleh karena 
itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sangatlah 
dibutuhkan adanya pelaksana tugas sementara untuk mejalankan 
fungsi walikota tersebut. Dalam hal ini yang berwenang untuk 
memberikan tugas sebagai seorang pelaksana tugas sementara yaitu 
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Kementrian Dalam Negeri, maka perlu penjabaran yang jelas tentang 
fungsi dan kewenagan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat 
pelaksana tugas sementara Walikota Parepare. 
Kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh kepala daerah dan 
merupakan kekuasaan tertinggi di daerahnya dalam hal ini di lingkup 
pemerintahan kota oleh walikota. Tidak lepas dari itu kepala daerah 
diyakini adalah jabatan politik, ini dibuktikan dengan pelaksanaan 
pemilihan walikota yang pesertanya dari partai politik yang otomatis 
merupakan pilihan dari rakyat melalui partai. Dalam melaksanakan 
tugasnya dibantu oleh seperangkat pelaksana teknis dalam lingkup 
pelaksanaan tugasnya. 
Dalam rangka menjalankan pemerintahannya telah diatur 
mengenai tugas dan kewajiban dari pemerintah daerah  yakni walikota 
tersebut dalam UU Nomor  32 tahun 2004 mengenai Pemerintah 
Daerah, tetapi dalam hal  ini mengeni pelaksana tugas sementara 
diatur dalam peraturan tersendiri. 
 
Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dilihat terjadinya 
kekosongan jabatan pemerintahan dalam lingkup pemerintahan 
daerah kota. Hal ini pula dapat menghambat kinerja pelaksana teknis 
yang menjalankan tugasnya dalam lingkup pemerintahan kota. Tugas 
dari pemerintah pusat sendiri yang diwakili oleh walikota akan 
tersendat pelaksanaanya karena kekosongan jabatan tersebut, maka 
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dari itu harus adanya  pelaksana tugas sementara yang menjalankan 
fungsi walikota tersebut. 
Dalam hal ini apabila terjadi kekosongan dalam jabatan walikota 
Parepare, otomatis akan menimbulkan banyaknya masalah dalam tata 
penyelenggaraan pemerintahan kota tersebut. Hal ini akan berdampak 
pada tersendatnya kinerja pemerintahan dalam hal administrasi 
serta pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan 
sehingga muncullah masalah baru mengenai kewenangan serta 
banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam tata kelola 
pemerintahan kota Parepare. 
Pemerintah setempat harus memikirkan jalan keluar masing- 
masing dalam menyelesaikan hal ini, disamping itu pula pemerintah 
pusat tidak dapat lepas tangan dalam menyelesaikan masalah ini, 
yang mengharuskan secara cepat dan tepat menyelesaikan masalah 
kekosongan jabatan yang terjadi di kota Parepare dalam menjalankan 
pemerintahannya yang disebabkan karena Tidak dapat melaksanakan 
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, tidak lagi 
memenuhi syarat, dinyatakan melanggar sumpah/janji, tidak 
melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar hukum. 
Dalam hal ini dibutuhkan pajabat pelaksana tugas sementara 
walikota Parepare yang menjalankan tugas dan fungsi walikota 
Parepare sampai terpilihnya walikota baru yang dilaksanakan oleh 
Komisi Pemilihan Umum setempat. Namun, dalam pelaksanaan 
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tugasnya tekadang menemui banyak hambatan atau masalah.  
Diharapkan kehadiran pejabat pelaksana tugas sementara dapat 
berfungsi dengan baik di dalam memimpin penyelenggaraan 
pemerintahan. Serta dapat memberikan gambaran bagaimana pejabat 
pelaksana tugas sementara walikota Parepare  menjalankan tugasnya 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di 
kota Parepare. 
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka 
penulis mencoba membahas tentang “Analisis Hukum terhadap 
Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Walikota 
Parepare”. Sebagai Judul Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi, sebagai 
syarat akhir penulis untuk menyelesaikan studi S1 ilmu hukum. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah 
yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara 
walikota Parepare dalam melaksanakan tugasnya selaku kepala 
daerah? 
2. Bagaimanakah implikasi hukum atas kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pejabat pelaksana tugas sementara dalam menjalankan 
tugasnya selaku kepala daerah? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini: 
1. Untuk mengetahui kewenangan pejabat pelaksana tugas 
sementara walikota Parepare dalam melaksanakan tugasnya 
selaku kepala daerah. 
2. Untuk mengetahui sejauh mana implikasi hukum atas kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas sementara dalam 
menjalankan tugasnya selaku kepala daerah. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini yakni: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah 
Kota Parepare dalam rangka menetapkan Pejabat Pelaksana 
Tugas Sementara Walikota Parepare. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
kepustakaan, baik bagi penulis maupun bagi khalayak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Jabatan dan Pejabat 
1. Pengertian Jabatan, Pejabat dan Penjabat 
Pengertian jabatan yang ditetapkan oleh kamus besar bahasa 
Indonesia, yaitu:2 “Pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau 
organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.  
Pengertian jabatan yang dapat ditarik dari Penjelasan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, Pasal 1 ayat (3) adalah ”Jabatan negeri adalah 
jabatan dalam bidang esekutif yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan 
dalam kesekretariatan lembaga  tertinggi atau tinggi negara, dan 
kepaniteraan pengadilan”. 
Selanjutnya ditetapkan3 pada Pasal 1 butir (2), yakni: “pejabat 
yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai negeri 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Butir 
(3), yakni: “Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena 
jabatan dan tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum 
                                                           
2 Poerwasunata, W.J.S, Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta :Balai Pustaka, 
2003. 
3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Butir 
(4), yakni: “Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 
tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan 
oleh undang-undang”. Butir (5), yakni: “Jabatan negeri adalah 
jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya jabatan 
dan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan 
kepaniteraan pengadilan”. Butir (6), yakni: “Jabatan karir adalah 
jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki 
pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan”. 
Butir (7), yakni: “Jabatan organik adalah jabatan negeri yang 
menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah”. 
Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai 
jabatan dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-
istilah yang ikut memberikan penjelasan4, yaitu : 
1) Unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu 
pekerjaan,misalnya memutar, menarik, menggosok,dan 
mengangkat. 
2) Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan 
usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses 
bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam 
                                                           
4 http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-jabatan-kah-ini/. 
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kondisi jabatan tertentu. 
3) Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang 
memiliki persamaan dalam tugas-tuigas pokoknya dan berada 
dalam satu unit organisasi. Jabatan  atau occupation adalah 
sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang 
mempunyai persamaan, dan yang telah sesuai dengan satuan 
organisasi. 
Selanjutnya menurut Logeman5dalam bukunya yang 
diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego menetapkan 
bahwa jabatan adalah : 
“…lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan  yang 
disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan 
yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili  oleh 
mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal 
ini harus dinyatakan dengan jelas.” 
 
Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu 
kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi 
dalam berfungsi dengan baik. Jabatan  dijalankan oleh pribadi 
sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama 
jabatan, yang disebut pemangku jabatan. Apakah pemangku 
jabatan berwenang mewakilkan jabatan kepada orang lain? 
Logemann menjawabnya bahwa “dalam hal ini perlu ditempatkan 
figura-subsitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan 
                                                           
5
 Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de 
Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori 
Suatu Hukum Tata Negara Positif,Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 124. 
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itu dengan sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku jabatan”. 
Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku jamak. 
Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak 
sebagai suatu kelompok sebagai satu kesatuan. 
Selanjutnya dikutip dari Utrecht
 6
dalam bukunya yang berjudul 
Pengantar hukum administrasi negara Indonesia menyatakan 
bahwa : 
“Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang 
diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara 
(kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu 
lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungakan dengan 
organisasi sosial tertinggi, yang diberi nama Negara.” 
 
Yang dimaksud dengan lingkungan tetap ialah suatu 
lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat 
dinyatakan dengan tepat, teliti dan bersifat duurzaam. 
Jabatan itu subyek hukum, yakni pendukung hak dan 
kewajiban (suatu personifikasi), maka dengan sendirinya jabatan 
itu dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu 
dapat diatur baik hukum publik maupun hukum privat. 
Pengertian pejabat yang ditetapkan oleh Kamus Bahasa 
Indonesia7, yaitu :  “Pegawai pemerintah yang memegang jabatan 
tertentu”. 
  
                                                           
6 Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke empat, 
Jakarta,1957. 
7 Poerwasunata, W.J.S, op.cit. 
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Dengan ketetapan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
pejabat adalah seseorang   yang mengembang jabatan di suatu 
instansi atau bidang tertentu yang mempunyai kewenangan atas 
apa yang dilakukannya.  
Pengertian penjabat yang dijelaskan dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia8, yaitu: “pemegang jabatan sementara; orang 
yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara”. 
Selanjutnya yang ditetapkan oleh Utrecht9
 
dalam salah satu 
tulisannya menyatakan bahwa : “penjabat adalah seseorang yang 
mewakili suatu jabatan, yakni menjalankan suatu lingkungan 
pekerjaan tetap guna kepentingan negara”. 
Dengan ketetapan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
penjabat adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk 
sementara menduduki suatu jabatan di mana jabatan tersebut 
tidak diduduki oleh seseorangpun dengan kata lain lowong atau 
kosong. 
2. Hubungan antara Jabatan dan Kewenangan 
Telah dijelaskan diatas bahwa jabatan adalah kedudukan 
yang menunjukkan suatu tugas, ditetapkan pula jabatan adalah 
suatu subyek dimana yang menjadi obyeknya adalah penjabat, 
artinya penjabat adalah seseorang yang menduduki jabatan 
tersebut. 
                                                           
8 Poerwasunata, W.J.S, ibid. 
9 Utrecht, E, (1957:144) op.cit. 
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Sebelum berbicara jauh mengenai kewenangan ada baiknya, 
lebih dahulu kita mengetahui defenisi dari kata kewenangan 
tersebut, agar kita tidak menafsirkan terlalu jauh mengenai 
kewenangan tersebut. Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan 
Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” 
terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. 
Dalam Kamus Besar  Bahasa Indonesia (KBBI), kata 
“wewenang” memiliki arti : 
1) Hak dan kekuasaan bertindak; kewenangan 
2) Kekuasaan membuat keputusan  memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, 
3) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. 
 
Sedangkan “kewenangan” memiliki arti : 
1) Hal berwenang 
2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. 
 
Soerjono Soekanto menguraikan bahwa beda antara 
kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan 
untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, 
sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada 
seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan 
atau mendapat pengakuan dari masyarakat. 
16 
Menurut Bagir Manan10, “kekuasaan” (macht)  tidak sama 
artinya dengan “wewenang”. Kekuasaan menggambarkan hak 
untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan 
sekaligus kewajiban. Wewenang menurut Stout adalah 
keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 
penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek 
hukum publik dan  hubungan hukum publik. Kemudian Nicholai  
memberikan pengertian tentang kewenangan yang berarti 
kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. 
Sementara itu, Marbun11
 
memberikan pengertian berbeda 
antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan 
(authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik 
terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu 
bidang secara bulat. Sedangkan wewenang (competence, 
bevoedheid) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan 
demikian, kewenangan kumpulan dari wewenang-wewenang 
(rechtsbevoegeden). Menurutnya, wewenang  adalah kemampuan 
untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan 
bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk 
melakukan hubungan hukum. Sedangkan kewenangan dalam 
konteks penyelenggaraan negara terkait pula dengan paham 
                                                           
10 Romi Librayanto, Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Makassar: 
PUKAP-Indonesia, 2008. 
11 Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud,  Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, 
Yogyakarta, 1987. 
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kedaulatan (souveregnity). Dalam konteks wilayah hukum dan 
kenegaraan, orang yang berjasa memperkenalkan gagasan- 
gagasan kedaulatan adalah Jean Bondin dan setelah itu 
dilanjutkan oleh Hobbes. 
Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, 
Aristoteles menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam 
pemerintahan yang berkonstitusi hukum haruslah menjadi sumber 
kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintahan terarah untuk 
kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Dengan 
meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa 
harus menaklukkan diri di bawah hukum. Pandangan ini berbeda 
dengan pandangan pendahulunya, Plato, yang  meletakkan 
pengetahuan sebagai sumber kekuasaan, karena menurut Plato, 
pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke 
pengenalan yang benar. 
Karena itu, jika dilihat dari sifatnya, Marbun12
 
berpendapat 
bahwa wewenang pemerintah dapat dibedakan  atas 
exprerssimlied, fakultatif dan vrij bestuur. Wewenang 
pemerintahan yang bersifat exprerssimlied adalah wewenang 
yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan 
tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak 
tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat 
                                                           
12 Marbun, (1987:195). Op.cit. 
18 
individual konkrit. Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif 
wewenang yang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan 
dalam keadaan yang bagaimana suatu wewenang dapat 
dipergunakan. Wewenang pemerintahan yang bersifat vrij bestuur 
adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang 
lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk 
mempergunakan wewenang yang dimilikinya. 
Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik 
terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap 
sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal 
dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah, 
sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu 
saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang- 
wewenang. Misalnya  wewenang menandatangani  suatu surat 
keputusan oleh seorang  pejabat menteri sedangkan 
kewenangannya tetap berada ditangan menteri. Dalam hal yang 
demikian yang terjadi adalah pemberian mandat, dimana 
tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi 
mandat13. 
  
                                                           
13 Marbun, (1987: 195), ibid. 
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Menurut H. D. Stout14, wewenang  tak lain adalah pengertian 
yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat 
dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan 
dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang 
pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum 
publik. Menurut Bagir Manan, wewenang  dalam bahasa hukum 
tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam 
hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten 
en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak 
mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri 
(zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan 
kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara 
vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam 
satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan. 
Kewenangan merupakan salah satu konsepsi inti dalam 
Hukum Administrasi Negara. Oleh Prajudi15, menyatakan bahwa: 
“Pengertian kewenangan dan wewenang  (comptence, 
bevoegdheid) walaupun dalam prakteknya 
pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu.  
Selanjutnya,  dikatakan kewenangan adalah apa yang 
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari 
                                                           
14
Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. 
15 Prajudi. A.S,  Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981. 
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kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang)  
atau dari kekuasaan eksekutif administratif”. 
 
Pengertian kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa 
wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang 
tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan 
tertentu yang bulat, sedangkan pengertian wewenang hanya 
mengenai sesuatu pelengkap tertentu saja. Kewenangan di 
bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaliknya kita 
sebut kompetensi atau yurisdiksi. 
Sedangkan kewenangan pemerintah disebutkan dalam 
Peraturan Pemerintah16
 
yaitu: “Kewenangan Pemerintah adalah 
hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau 
mengambil kebijakan”. 
Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh 
bidang pemerintahan, kecuali Kewenangan dalam bidang politik 
luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan 
fiskal, agama, dan kewenangan di bidang lain. Khusus di bidang 
keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh 
Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan 
keikutsertaan daerah dalam mengembangkan kehidupan 
beragama.  
  
                                                           
16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Pasal 1 ayat (3). 
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Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) yang menjadi 
kewenangan pemerintah daerah yang berskala kabupaten/kota 
meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan, 
perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, 
penediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang 
kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan 
masalah sosial, penanganan bidang ketenagakerjaan, falisitasi 
pembangunan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian 
lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan 
kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum 
pemerintah, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan 
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 
perundang-undangan17.   
Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang 
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional 
secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi 
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan 
pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDA serta teknologi tinggi 
yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional18.  
  
                                                           
17 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 
18 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Hal. 21. 
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Melalui cara penyerahan fungsi tersebut dapat diproyeksikan 
pembagian fungsi antara pusat, daerah tingkat I, dan daerah 
tingkat II yang mempunyai piramida terbalik pada masa lampau, 
kemudian akan merupakan piramida antara pemerintah, provinsi 
dan kabupaten/kota. Bayak dan ragam fungsi yang dimiliki daerah 
otonom khususnya kabupaten dan kota. Semua itu akan efektif 
bila ditunjang dengan kondisi keuangan, SDM, dan perangkat 
daerah yang kondusif19.  
Sifat wewenang pemerintahan adalah jelas maksud dan 
tujuannya serta terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada 
batasan-batasan hukum tertulis maupun pada hukum yang tidak 
tertulis. Sedangkan isinya dapat bersifat umum  (abstrak) misalnya 
membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifat konkrit dalam 
bentuk suatu keputusan atau suatu rencana, misalnya membuat 
rencana tata ruang serta memberikan nasehat. 
Wewenang atau kekuasaan diperoleh dari Undang-Undang 
(Azas Legalitas)20, sesuai dengan prinsip negara hukum yang 
meletakkan Undang-Undang sebagai sumber kekuasaan. Badan 
pemerintah tanpa dasar peraturan umum tidak mempunyai 
wewenang untuk melaksanakan perbuatan administrasi. Dengan 
demikian semua wewenang hukum administrasi pemerintah harus 
                                                           
19 Ibid. Hal. 22. 
20 Marbun (1987:74), op.cit. 
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berlandaskan atas peraturan umum dan dalam peraturan itu harus 
pula dicantumkan wewenangnya. 
Sementara itu dikenal pula adanya wewenang pemerintahan 
bersifat fakultatif yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan 
kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat 
dipergunakan. Jadi, badan/pejabat tata usaha negara tidak wajib 
menggunakan wewenangnya  karena masih ada pilihan (alternatif) 
dan pilihan itu hanya dapat dilakukan setelah keadaan atau hal-
hal yang ditentukan dalam peraturan  dasarnya terpenuhi. Untuk 
mengetahui apakah wewenang itu bersifat fakultatif atau tidak 
tergantung pada peraturan dasarnya. 
Lain pula halnya dengan wewenang pemerintahan yang 
bersifat terikat (gebondeng bestuur)  yaitu, apabila peraturan 
dasarnya menentukan isi suatu keputusan yang harus diambil 
secara terperinci, sehingga pejabat tata usaha tersebut tidak 
dapat berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuan secara harfiah 
seperti dalam rumusan dasarnya, misalnya suatu ketentuan yang 
berbunyi: “pejabat yang berwenang ”wajib” memberikan cuti 
kepada bawahannya”. Jadi, pejabat tersebut harus memberikan 
cuti dan tidak ada alternatif lainnya. Berbeda halnya dengan 
wewenang yang bersifat “bebas” (discretioner), dimana peraturan 
dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar atau bebas 
kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk menolak atau 
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mengabulkan, dengan mengaitkannya atau meletakkannya  pada 
syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, misalnya ketentuan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 menentukan21: “pejabat 
yang berwenang memiliki wewenang  untuk memberikan cuti 
kepada bawahannya”. Rumusan seperti ini pada akhirnya 
meletakkan pemberian wewenang cuti kepada pejabat tata usaha 
negara dan pemberian cuti itu diberikan atau tidak sepenuhnya 
menjadi wewenang pejabat tata usaha negara tersebut. 
Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas 
(legaliteitsbeginsel  atau het beginsel van wetmatigheid van 
bestuur),maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang 
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, 
artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 
Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku tersebut diperoleh melalui 3 
(tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang defenisinya 
adalah sebagai berikut : 
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah. 
 
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari 
suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 
lainnya. 
 
                                                           
21 Merbun, (2004:156) op.cit. 
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c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 
 
Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek22, menetukan 
bahwa : 
“Hanya 2 cara organ pemerintah memperoleh 
wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi 
berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, 
sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan 
wewenang yang telah ada oleh organ yang telah 
memperoleh wewenang secara atributif kepada  orang 
lain. Jadi delegasi secara logis selalu didahului atribusi, 
sedangkan mandat tidak dibicarakan mengenai 
penyerahan wewenang, didalam mandat tidak terjadi 
pula perubahan wewenang apapun, namun yang ada 
hanyalah hubungan internal”. 
 
Dalam mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang 
organ pemerintahan adalah sangat penting oleh karena 
berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (rechtelijke 
verantwording) dalam penggunaan wewenang tersebut seiring 
dengan salah satu prinsip dalam negara hukum   yaitu “tidak ada 
kewenangan tanpa pertanggungjawaban”. 
Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan 
tertentu, akan tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari 
pejabat yang bersangkutan. Wewenang  yang diperoleh secara 
atribusi merupakan perolehan kewenangan secara langsung dari 
redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-
                                                           
22
 Ridwan, (2006:756) op.cit. 
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undangan. 
Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan 
wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada di 
mana tanggung jawab intern pelaksanaan wewenang tersebut 
diatribusikan sepenuhnya kepada penerima wewenang 
(atributaris).  
Selanjutnya Ridwan23
 
menyatakan, yakni: 
“Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, 
melainkan hanya pelimpahan wewenang dari pejabat 
yang satu ke pejabat yang lain . tanggung jawab yuridis 
tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans)  
tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris)  
semetara pada mandat, penerima mandat (mandataris) 
hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat 
(mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang 
diambil mandataris tetap berada pada mandans karena 
pada dasarnya penerima mandat tersebut bukan pihak 
lain dari pemberi mandat “. 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh badan 
dan atau perorangan untuk mengatur berbagai hal. Hubungan 
antara jabatan dan kewenangan tidak dapat dipisahkan satu sama 
lainnya, ini disebabkan karena disetiap jabatan mempunyai 
kewenangan sendiri-sendiri untuk mengatur apa saja yang 
diberikan hak untuk jabatan tersebut. Oleh karena itu jabatan 
mempunyai kewenangan tentang apa saja yang didudukinya. 
                                                           
23
 Ridwan, (2006:77) ibid. 
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3. Kedudukan Hukum Pelaksana Tugas Sementara 
Pejabat adalah pemangku hak dan kewajiban, hanya bisa 
melaksanakan hak dan kewajiban itu karena adanya jabatan yang 
diberikan kepada seseorang dimana di dalam hal tersebut telah 
ada wewenang tergantung siapa yang memberikan jabatan 
tersebut. 
Kedudukan dari pelaksana tugas sementara24
 
tersebut adalah 
sesorang yang menjalankan perwakilan agar jabatan terus 
berjalan. Yang   menjalankan hak dan kewajiban yang didukung 
oleh jabatan serta melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan 
tersebut  (sebagai pemangku hak dan kewajiban). 
 
B. Kedudukan Hukum Walikota 
1. Walikota selaku kepala daerah 
Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 32 
Tahun 200425 Tentang Pemerintahan Daerah ditetepkan, yakni: 
“setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang 
disebut kepala daerah”.  
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 Utrecht, E, (1957:144) op.cit. 
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 24 ayat (1).  
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Kepala daerah ini adalah identik dengan Kepala Pemerintah 
Daerah seperti yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 
1945. Pasal 18 ayat (4)
 
ini berbunyi26 : 
“Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota dipilih secara demokratis” 
 
Karena itu, dikatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh 
kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala 
daerah provinsi disebut sebagai gubernur, untuk kabupaten 
disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah 
tersebut dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Wakil 
kepala daerah untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk 
kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil 
walikota. 
Seorang Walikota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah 
untuk daerah Kabupaten. Pada dasarnya, Wali Kota memiliki 
tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. 
Walikota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil 
Walikota melalui Pilkada. Walikota merupakan jabatan politis, dan 
bukan Pegawai Negeri Sipil27.  
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 UUD NRI 1945. Pasal 18 ayat (4). 
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 http://id.wikipedia.org/wiki/Walikota 
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Menurut Jimly28, meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak 
menentukan bahwa kepala daerah itu mutlak harus dipilih secara 
langsung oleh rakyat, tetapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 menentukan bahwa pemilihan itu harus bersifat oleh rakyat. 
Dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
ini ditegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dipilih dalam satu pasangan  secara langsung oleh rakyat di 
daerah yang bersangkutan. 
Selain mempunyai kewajiban menurut Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah juga mempunyai kewajiban 
untuk memberikan laporan penyelenggara pemerintahan daerah 
kepada pemerintah pusat, dan memberikan dalam arti 
menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 
DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggara 
pemerintahan daerah itu kepada masyarakat luas. Laporan 
penyelenggara pemerintahan daerah kepada pemerintah tersebut 
disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 
untuk gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
gubernur untuk bupati/walikota satu kali dalam satu tahun. 
Laporan tersebut digunakan oleh pemerintah  sebagai dasar 
melakukan evalusai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
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 Asshiddiqie, jimly. (2008:445) op.cit. 
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sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Walikota selaku kepala pemerintahan 
Dalam pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 194529, ditentukan: 
“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota dipilih secara demokratis”. 
 
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang menentukan tugas dan kewenangan 
kepala daerah, cara memilih dan cara berhentinya dari jabatan 
dan seterusnya. 
Di samping itu, dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, 
seperti dikemukan di atas, juga ditentukan bahwa : 
“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota dipilih secara demokratis”. 
 
Artinya, walikota adalah kepala pemerintah daerah kota, 
bukan kepala pemerintahan daerah kota. Jabatan  walikota 
bukanlah kepala dari gabungan institusi walikota dan DPRD kota. 
Walikota, itu hanya sebagai kepala “pemerintahan” eksekutif saja. 
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Menurut Jimly30, pengertian “pemerintahan” di sini dapat 
diartikan sebagai proses pemerintahan atau keseluruhan sistem 
dan mekanisme pemerintahan. Dengan demikian kata pemerintah 
lebih sempit cakupan pengertiannya dari pada pemerintahan. Kata 
pemerintahan dapat dikatakan hanya menunjuk kepada institusi 
pelaksana atau eksekutif saja yaitu dalam rangka melaksanakan 
peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang berisi 
kebijakan kenegaraan di daerah dan kebijakan pemerintahan 
daerah itu sendiri. Fungsi pelaksana atau eksekutif itu sebenarnya 
secara historis memang terkait dengan fungsi untuk 
melaksanakan peraturan yang berisi aturan normatif, baik dalam 
bentuk general rules ataupun yang berbentuk policy-rules (beleid-
regels). 
 
C. Perbuatan Hukum Pemerintah 
1. Perbuatan hukum publik 
Sesuai dengan pembagian hukum, perbuatan hukum publik 
dibagi dalam: 
a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu. 
b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua. 
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Menurut kansil31, tetapi ada sarjana yang hanya mengakui  
adanya  hukum publik yang bersegi satu. Menurut mereka tak ada 
perbuatan hukum hukum publik yang bersegi dua. Jadi, menurut 
mereka tidak ada perjanjian yang diatur oleh hukum publik. 
Sebaliknya, menurut Kansil32. Kalau penulis lain seperti Van 
der Pot, Van Praag, Kranenburg Venting, Wiarda dan Donner 
mengakui adanya perbuatan hukum publik besegi dua, yakni 
perjanjian menurut hukum publik. Contoh perjanjian menurut 
hukum publik ialah  kortverband contract  (perjanjian kerja jangka 
pendek) yang diadakan oleh seorang pekerja swasta dengan 
pemerintah misalnya untuk selama tiga tahun. Adapun perbuatan 
hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat 
pemerintahan berdasarkan suatu wewenang istimewa dinamakan 
bestchikking yang dalam bahasa Indonesia disebut 
ketetapan. Mengenai istilah bestchikking terdapat beberapa 
macam defenisi. 
Menurut Mr. W.F Prins33
 
dalam bukunya Inleiding in het 
Administratief Recht van Indonesia, menyatakan bahwa : 
“Ketetapan atau bestchikking itu adalah de eenzijidige 
rechtshandeling op bestuurs gebied, door een 
overheidsorgaan verricht uit krachte van zijn bijzondere 
bevoeghedend”. 
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 Kansil, C.S.T., Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. 
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 Kansil, C.S.T. (1985:23)ibid. 
 
33
 Kansil, C.S.T. (1985:23)ibid. 
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Artinya perbuatan hukum yang bersegi satu yang dalam 
lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu alat pemerintahan 
berdasarkan wewenangnya yang istimewa. 
Selanjutnya menurut Van der Pot34 
 
dalam bukunya 
Nedherlands Bestuursrecht, menyatakan bahwa : 
“Ketetapan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 
alat-alat pemerintahan, pernyataan kehendak alat-alat 
pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal khusus 
dengan maksud mengadakan perubahan dalam 
lapangan hubungan hukum”. 
 
Selanjunya menurut Prof. Mr. A.M. Donner35
 
dalam 
disertasinya yang berjudul De rechtskracht der Administratieve 
beschikking, menentukan bahwa : 
“Ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang dalam 
hal istimewa dilahirkan oleh suatu alat pemerintahan 
berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat dan 
berlaku umum, dengan maksud menentukan hak dan 
kewajiban mereka yang tunduk pada sesuatu tata tertib 
hukum, dan penentuan tersebut diadakan oleh alat 
pemerintahan dengan tidak memperhatikan kehendak 
mereka yang dikenai penentuan itu”. 
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 Kansil, C.S.T.(1985:23)ibid. 
35
 Kansil, C.S.T. (1985:24)ibid. 
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Selanjutnya, dalam buku Nedherlands Bestuursrecht, oleh 
Donner36
 
diperkenalkan suatu defenisi lain berbunyi: 
“Ketetapan adalah perbuatan pemerintah yang 
diadakan oleh suatu jabatan pemerintahan yang dalam 
suatu hal tertentu secara bersegi satu dengan sengaja 
meneguhkan suatu hubungan hukum atau suatu 
keadaan hukum yang telah ada, atau yang 
menimbulkan suatu hubungan hukum atau suatu 
keadaan hukum baru, atau menolaknya”. 
 
Selanjunya, Dr. J.S. Stelinga37
 
dalam bukunya Grondtrekken 
van het Nedherlands Administratiefrecht, menentukan bahwa : 
“Ketetapan adalah keputusan sesuatu alat 
pemerintahan (dalam arti luas) yang isinya tidak terletak 
di dalam lapangan pembuatan peraturan, kepolisian, 
dan pengadilan”. 
 
Menurut kegunaannya ketetapan dapat dibedakan antara lain 
sebagai berikut: 
a. Ketetapan intern yaitu ketetapan yang dibuat untuk 
menyelenggarakan hubungan dalam lingkungan alat negara 
yang membuatnya. 
b. Ketetapan ekstern ketetapan yang dibuat untuk 
menyelenggarakan hubungan-hubungan antara alat negara 
yang membuatnya dengan seorang atau badan swasta antara 
dua atau lebih alat negara. 
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Ketetapan itu adalah suatu perbuatan pemerintah dalam arti 
kata yang luas yang khusus dalam lapangan pemerintahan dalam 
arti kata sempit. Tapi dalam hal ini tak berarti bahwa ketetapan itu 
suatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh alat pemerintah dalam 
arti kata sempit. 
2. Perbuatan hukum privat 
Menurut Kansil38, perbuatan hukum privat adalah perbuatan 
hukum yang tidak diatur dalam hukum tata negara ataupun hukum 
administrasi negara, tetapi perbuatan hukum privat ini diatur 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Menurut pendapat Utrecht39
 
dalam bukunya administrasi 
negara Sering juga mengadakan hubungan hukum dengan 
subyek hukum lain berdasarkan hukum privat. Dalam hal ini 
administrasi negara menyewakan atau menyewa ruangan (Pasal 
1548 K.U.H. Perdata), menjual tanah (Pasal 1457 K.U.H.Perdata), 
mengadakan perjanjian kerja (dengan pelayan rumah tangga), 
berdasarkan angka 7 dan angka 7A Buku III K.U.H.Perdata, maka 
digunakan peraturan-peraturan hukum privat dan menjalankan 
tugasnya. 
Dengan demikian, jika antara pemerintah dengan seorang dari 
pihak swasta mengadakan suatu perjanjian, maka hal tersebut 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan kata 
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lain apabila pemerintah bersepakat dengan orang lain maka, 
semuanya akan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata40, di mana telah ditetapkan bahwa perjanjian tersebut 
bersifat bebas tergantung kedua belah pihak yang saling 
mengikatkan dirinya terhadap perjanjian atau perikatan tersebut. 
 
D. Tanggung Gugat Pejabat Pemerintah 
1. Pengertian tanggung gugat 
Sebelum kita lebih jauh melangkah membahas mengenai 
tanggung gugat ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui 
pengertian atau defenisi mengenai tanggung gugat. 
Dalam tanggung gugat, pokok bahasannya lebih kepada 
hukum administrasi negara karena lebih kepada mengatur tata 
kinerja dan proses dari organ pemerintahan atau negara. 
tanggung gugat lebih dikenal dengan nama akuntabilitas atau 
akuntabiliti. 
Akuntabiltas41
 
adalah suatu ukuran atau standar yang 
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggraan 
penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan 
perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi yang 
bersangkutan. 
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Akuntabilitas sektor publik terkait erat dengen kinerja sektor 
publik dengen fokus tidak hanya pada kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan tetapi juga lebih pada bagamana 
mencapai outcomes dengan efisien dan efektif. 
Selain itu adapula yang berpendapat mengenai pengertian 
tanggung gugat42, yakni Pengertian istilah tanggung gugat 
melukiskan suatu situasi yang menurut hukum seorang boleh 
menagih dan orang lain tunduk kepada penagihan. Dengan 
demikian tanggung gugat melukiskan si pelaku harus bertanggung 
jawab atas perbuatan dan harus mempertanggung jawabkan 
dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh 
seseorang atau korban. Di satu pihak gugatan ganti rugi terhadap 
korban yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena  
terdapat kesalahan dalam pabrikasi, konstruksi atau instruksi, 
namun di lain pihak perkembangan hukum menunjukkan di 
dasarkan pada resiko yang dialami oleh korban. 
Indikator nominal dari tanggung gugat adalah: 
a. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan 
standar prosedur pelaksanaan; 
 
b. Adanya sanksi yang ditetapkan atas 
kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; 
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c. Adanya output dan outcome yang terukur. 
 
Perangkat pendukung dari tidak terciptanya perlakuan 
tanggung gugat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah 
sebagai berikut : 
a. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam 
penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan 
kebijakan; 
b. Mekanisme pertanggungjawaban; 
c. Laporan tahunan; 
d. Laporan pertanggungjawaban; 
e. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; 
f. Sistem pengawasan; 
g. Mekanisme reward dan punishment. 
Perilaku pada tingkat individu yang dapat dipercaya untuk 
menjalankan suatu lembaga pemerintahan, yakni memiliki itikat 
baik untuk melaksanakan peraturan organisasi/lembaga melalui 
ucapan, tindakan, keputusan,  mempunyai kesadaran yang tinggi 
untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan 
mengutamakan kepentingan publik.  Konsisten,  menghindari 
praktek-praktek yang melanggar peraturan menjalankan 
kesepakatan bersama. Komitmen, menunjukkan kesadaran yang 
tinggi untuk mentaati aturan yang berlaku, norma-norma, etika, 
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berusaha bertindak jujur, bertanggungjawab dan menepati janji 
yang telah dibuat. 
Perbedaan antara tanggung gugat dan tanggung jawab 
adalah dari segi pengertian dan defenisi dianggap sama hanya 
penggunaannya dilaksanakan berbeda menurut kamus bahasa 
Indonesi online43
 
ditetapkan, yakni : 
a. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau trjadi 
apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan 
sebagainya) pemogokan itu menjadi pemimpin serikat buruh; 
b. Hukum fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat pihak 
sendiri atau pihak lain. 
Dalam hal ini pula, mengenai tanggung gugat juga dibahas 
dalam hukum pidana hal ini diatur mengenai kelalaian yang 
dilaksanakan oleh produsen usaha. Hal ini secara mendalam 
dibahas dalam hukum persaingan usaha, tetapi dalam hal ini 
merupakan bukan kajian pidana. 
Dengan demikian penulis menarik kesimpulan dari beberapa 
pendapat di atas yakni tanggung gugat adalah seberapa besar 
seseorang mempertanggungjawabkan kewenangan yang 
diberikan kepadanya atas segala keputusan yang 
dilaksanakannya serta mampu mempertanggungjawabkan 
masalah yang timbul atas keputusannya tersebut. 
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2. Tanggung gugat pejabat pelaksana tugas 
Pelaksana tugas sementara walikota memiliki tanggung gugat 
terhadap masyarakat di suatu daerah yang dipimpinnya atas 
kinerja kepempinannya selama dia menjabat sebagai pelaksana 
tugas, hal ini berkenaan dengan fungsinya sebagai kepala daerah 
yang memiliki jabatan tertinggi di daerah tersebut. 
Apabila masyarakat atau warga memiliki masalah atas 
kepemimpinannya selama menjabat pelaksana tugas maka, 
masyarakat dapat menagadukannya ke badan peradilan atas 
masalah atau kerugian yang telah ditimbulkannya. 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Oleh karena masalah yang akan diteliti adalah pejabat pelaksana 
tugas sementara Walikota Parepare maka penelitian ini akan 
dilakukan di Kantor Walikota Parepare. 
Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena penulis 
ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas dari pejabat 
pelaksana tugas walikota Parepare.  
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam memperoleh data yang dianggap berkompeten dan 
memenuhi syarat untuk dijadikan sumber data, maka cara 
pengumpulan data ada dua yakni : 
a. Penelitian Lapangan (Field Research). 
Penelitian lapangan (Field Research) yaitu : mencari data di 
lapangan sebagai suatu fakta hukum dengan cara melakukan 
wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam hal ini Biro Hukum 
dan HAM Sekretariat Daerah Kota Parepare. 
 
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 
Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu : pengumpulan 
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data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 
merupakan suatu landasan teoritis dari sumber-sumber, karya 
ilmiah serta referensi-referensi lainnya yang erat kaitannya dan 
saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 
data kuantitatif dan data kualitatif. 
a. Data kuantitatif merupakan data yang mendasarkan hasil 
penelitian pada perhitungan-perhitungan matematis yg kemudian 
memberikan gambaran atas suatu fenomena kasus yg diajukan 
dalam penelitian. Cara-cara yang digunakan bisa berupa tes (pra 
maupun pasca) yg kemudian melalui berbagai proses uji validitas 
data. 
b. Data kualitatif adalah data yg dihimpun berdasarkan cara-cara yg 
melihat proses suatu objek penelitian. Data semacam ini lebih 
melihat kepada proses daripada hasil karena didasarkan pada 
deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis. Teknik 
pengumpulan data meliputi pengamatan/observasi, wawancara, 
studi literatur/pustaka, angket, dan lain-lain. 
  
43 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer. 
 
Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan pihak-pihak 
yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas yakni 
mengenai kewenangan dan tugas pelaksana tugas sementara 
Walikota Parepare. 
 
b. Data Sekunder 
Data ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi-
refensi (buku), seperti peraturan perundang-undangan yang ada 
hubungannya dengan penelitian tersebut. 
 
D. Analisis Data 
Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data 
sekunder akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. 
Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman 
yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkret mengenai masalah penelitian 
yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya data 
tersebut disajikan secara deskriptif’ yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan 
yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Sementara Walikota 
Parepare dalam Melaksanakan Tugasnya Selaku Kepala Daerah 
Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan pejabat 
pelaksana tugas walikota Parepare, terlebih dahulu mengetahui 
tentang teknis penataan organisasi perangkat daerah. Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 disebutkan 
bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk 
suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan 
pilihan. Namun tidak bararti bahwa setiap penanganan urusan 
pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.44 
Pembinaan dan pengendalian organisasi dimaksudkan  dalam 
rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi 
antar sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas 
dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, 
yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, 
pedoman, bimbingan, supervise, pelatihan serta kerjasama. Dalam 
penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-
                                                           
44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
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prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan 
fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, 
efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. 
Selanjutnya mengenai pejabat pelaksana tugas, pelaksana tugas 
sementara biasanya dalam lingkup pemerintahan disebut dengan 
penjabat, dalam hal ini yang menjadi dasar hukum dari penjabat yakni 
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.45 
Dari hal di atas mengatur tentang segala sesuatu yang 
berhubungan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 
menjadi acuan dalam hal pengangkatan pelaksana tugas sementara 
atau disebut dengan penjabat. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 132 
dijelaskan mengenai penjabat. Pada Pasal 132 butir (1) menetapkan 
yakni “Penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud Pada pasal 
130 butir (3) dan Pasal 131 butir (4), diangkat dari pegawai negeri sipil 
yang memenuhi syarat dan kriteria : 
1. Mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan, yang dibuktikan 
dengan riwayat jabatan. 
2. Menduduki jabatan struktural esselon I dengan pangkat golongan 
sekurang-kurangnya IV/c bagi penjabat Gubernur dan jabatan 
                                                           
45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 
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struktural esselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b 
bagi penjabat Bupati/Walikota. 
3. Daftar penilaian. Pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) tahun 
terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik”. 
Lanjut  pada butir (2) ditetapkan yakni “Bagi sekretaris daerah 
yang diusulkan menjadi penjabat kepala daerah, untuk sementara 
melepaskan jabatannya dan ditunjuk pelaksana tugas”. 
Lanjut pada butir (3) ditetapkan yakni “Dalam pelaksanaan 
tugasnya penjabat kepala daerah bertanggungjawab kepada Presiden 
melalui Menteri Dalam Negeri bagi penjabat Gubernur dan kepada 
Menteri Dalam Negeri bagi penjabat Bupati/Walikota”. 
Lanjut pada butir (4) ditetapkan yakni “Masa jabatan penjabat 
kepala daerah sebagaimana dimaksud pada butir (1), paling lama 
1(satu) tahun”. 
Lanjut pada butir (5) ditetapkan yakni  “Laporan 
pertanggungjawaban penjabat Gubernur disampaikan kepada 
Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bagi penjabat 
Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui 
Gubernur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 
Lanjut pada butir (6) ditetapkan yakni “Pelaksana tugas penjabat 
kepala daerah sebagaimana dimaksud pada butir (5), dilakukan 
evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri”. 
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Penjabat dapat diangkat apabila kondisi dalam pemerintahan 
sedang lowong dalam hal ini walikota tersangkut tindak pidana korupsi 
dan harus menjalani proses hukum serta diberhentikan sebelum masa 
jabatannya berakhir. 
Ditetapkan dalam PP No. 6 tahun 2005 pada Pasal 131butir (1) 
yakni “Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 125 ayat (2), Pasal 127  ayat (2), Pasal 128 
ayat (7), jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah 
sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaanya 
dilakukan berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan 
disahkan oleh Presiden”. 
Peraturan pemerintah diatas berkaitan erat dengan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah Pasal 35 yang 
bunyi serta isinya yang sama dari hal ini menyatakan bahwa dalam 
kondisi ini akan diadakan seorang penjabat atau pelaksana tugas 
sementara kepala daerah.46 
Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu 
tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan 
bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk 
melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan demikian wewenang 
                                                           
46 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 
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pemerintahan memiliki sifat-sifat, antara lain :47 
a. Expres implied. 
b. Jelas maksud dan tujuannya. 
c. Terikat pada waktu tertentu. 
d. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak 
tertulis. 
e. Isi wewenang dapat bersifat umum (abstrak) dan konkrit. 
 
Mengenai kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara 
walikota Parepare penulis dapat jelaskan sebagai berikut: 
1. Dasar hukum pengangkatan pejabat pelaksana tugas walikota 
Mengenai pelaksana tugas sementara dalam hal ini disebut 
sebagai penjabat telah diatur dalam PP No. 6 tahun 2005 
Pemilihan,  Pengesahan, Pengangkatan, dan pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan hasil 
penelitian penulis di lapangan memperoleh surat keputusan 
Menteri Dalam Negeri yakni keputusan Nomor 131.73-973 
Tentang Pemberhentian Sementara Walikota Parepare dan 
sekaligus mengangkat wakil walikota untuk melaksanakan tugas 
dan kewajiban walikota. Dasar hukum untuk yang digunakan 
                                                           
47 S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, 
Liberty, Yogyakarta hal 154-155 
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dalam keputusan tersebut yaitu undang undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2005. 
2. Kondisi dapat diadakannya pelaksana tugas sementara 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 131 
menjelaskan bahwa dapat diadakan pelaksana tugas sementara 
atau penjabat yakni: 
1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum   tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2), Pasal 127 
ayat (2), dan Pasal 28 ayat (7), jabatan kepala daerah diganti 
oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya 
dan proses pelaksanaanya dilakukan berdasarkan keputusan 
rapat paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. 
2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa jabatannya 
lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah 
mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk 
dipilih dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya 
terpilih dalam pemilihan. 
3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti 
atau diberhentikan secara bersama dalam masa jabatannya, 
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rapat paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD 
bulan, terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. 
4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala 
daerah sampai dengan presiden mengangkat pejabat kepala 
daerah. 
 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabag Hukum 
Setdako Parepare Bapak Ali Latif menyatakan bahwa:  
“Dapat diadakannya pejabat pelaksana tugas 
sementara atau dengan kata lain penjabat, yakni 
apabila masa jabatan walikota telah selesai dan belum 
terpilih walikota baru atau kepala daerah diberhentikan 
sebelum masa jabatannya berakhir”. 
 
Selain itu beliau juga mengatakan:  
“Hal ini terdapat dalam PP No. 6 tahun 2005 pasal 131, 
dimana dalam PP tersebut diatur mengenai kondisi  
diadakannya pelaksana tugas sementara”. 
 
Mengenai masa jabatan pejabat pelaksana tugas sementara 
beliau mengungkapkan bahwa tidak ada batas waktu yang 
ditentukan untuk lamanya penjabat tersebut menjabat. 
 
Menurut penulis pendapat tersebut agak keliru sebab 
sebenarnya telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
6 tahun 2005 yakni pada Pasal 131 ayat (4) yaitu masa jabatan 
penjabat kepala daerah paling lama 1 (satu) tahun. 
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3. Perbedaan pelaksana tugas sementara dengan walikota 
depenitif 
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang 
kepala daerah, hal ini terdapat dalam Pasal 25 yang menyatakan: 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. 
b. Mengajukan rancangan Perda. 
c. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan 
bersama DPRD. 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD 
kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. 
e. Mengupayahkan terlaksananya kewajiban daerah. 
f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan 
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Sebenarnya pelaksana tugas sementara dengan walikota 
depenitif mempunyai tugas dan wewenang yang sama, hanya saja 
pejabat pelaksana tugas tidak dapat melakukan mutasi pegawai 
dalam kepemimpinannya. Pejabat pelaksana tugas sementara 
hanya dapat melaksanakan tugas yang bersifat administratif saja 
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atau hanya menjalankan kegiatan administratif yang biasanya 
dijalankan oleh walikota depenitif. 
Alasan dari tidak dapat melakukan mutasi oleh pejabat 
pelaksana tugas sementara adalah pejabat pelaksana tugas 
hanya bersifat sementara serta tidak dapat melakukan kebijakan 
strategis, pelaksana tugas hanya menjaga kelancaran proses 
pemerintahan, menjaga kelangsungan dan kelanjutan dari 
pemerintahan agar tidak vakum dalam pelaksanaan 
pemerintahan. 
 
B. Implikasi Hukum Atas Kebijakan yang Dikeluarkan Oleh Pejabat 
Pelaksana Tugas Sementara dalam Menjalankan Tugasnya 
Selaku Kepala Daerah 
Perbincangan mengenai peraturan kebijakan (beleidsregel) dalam 
dunia ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum  administrasi negara 
dipandang relatif mengalami keterlambatan dibandingkan dengan 
sarana-sarana administrasi lainnya seperti ketetapan (beschikking) 
dan peraturan (regeling) ataupun perencanaan (het plan).48  
  
                                                           
48 Abdul Razak, Hakikat Peraturan Kebijakan, 2012. 
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Peraturan kebijakan (beleidsregel) adalah suatu peraturan umum 
tentang pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga 
negara yang ditetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi 
pemerintah yang berwenang. Lahirnya beleidsregel ini dari adanya  
kewenangan  bertindak bebas (freies ermessen) dari pejabat 
pemerintahan. Namun kemudian perkembangannya, baru disadari 
bahwa beleidsregel tidak lain dari freies ermessen dalam wujud 
tertulis dan dipublikasi ke luar. 
Kebijakan yang ditetapkan pejabat administrasi negara 
berdasarkan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk-bentuk 
hukum yang ada di Indonesia termasuk dalam golongan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, bentuk-bentuk peraturan 
perundang-undangan yang disebut diatas beraneka ragam, antaralain 
mencakup: Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan 
Menteri/Peraturan Badan/Lembaga/Komisi yang dibentuk dengan 
Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang; 
Peraturan Direktur Jenderal; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan 
Gubernur; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan 
Bupati/Walikota.49 
                                                           
49 Arif Christiono Soebroto, Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.  
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Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas atau 
freies ernessen, namun dalam suatu negara hukum penggunaan 
freies ernessen ini harus dalam  batas-batas yang dimungkinkan oleh 
hukum yang berlaku. 
Menurut Muchsan (1981: 27) pembatasan penggunaan freis 
ernessen adalah: 
1) Penggunaan freies ernessen tidak boleh bertentangan dengan 
sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif). 
2) Penggunaan freies ernessen hanya ditujukan demi 
kepentingan umum. 
Ditinjau dari proses pembentukannya, peraturan kebijaksanaan 
(beleidsregel) lahir dari adanya  wewenang pemerintah untuk 
bertindak bebas (freies ermessen) sehingga peaturan kebijaksanaan 
memiliki karakteristik atau ciri-ciri mendasar yang membedakan 
dengan peraturan perundang-undangan.  J.H. Van Kreveld (Markus 
Lukman, 1997: 121 ) mengemukakan, ciri utama dari peraturan 
kebijkan adalah:50  
1) Pembentukan peraturan kebijkan tidak didasarkan pada 
ketentuan yang tegas-tegas bersumber dari atribusi atau 
delegasi undang-undang. 
                                                           
50 Arif Christiono Soebroto, opcit. 
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2) Pembentukannya dapat tertulis  dan tidak tertulis yang 
bersumber pada kewenangan bebas bertindak instansi 
pemerintah atau hanya didasarkan pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bersifat umum yang memberikan 
ruang kebijaksanaan kepada badan atau pejabat tata usaha  
untuk atas inisiatif tersendiri mengambil tindakan hukum publik 
yang bersifat mengatur maupun penetapan. 
3) Redaksi atas isi peraturan bersifat luwes dan umum tanpa 
menjelaskan kepada warga masyarakat tentang bagaimana 
seharusnya instansi pemerintah melaksanakan kewenangan 
bebasnya terhadap warga masyarakat dalam situasi yang 
ditentukan (dikenai) suatu peraturan. 
4) Redaksi peraturan yuridis kebijkan  di negara belanda ada 
yang dibentuk mengikuti format peraturan perundangan biasa, 
dan diumumkan secara resmi dalam berita berkala 
pemerintah, walaupun di dalam konsiderannya tidak menunjuk 
kepada undang-undang yang memberikan wewenang 
pembentukannya kepada badan pemerintah yang 
bersangkutan. 
5) Dapat pula ditentukan sendiri format yuridisnya oleh pihak 
pejabat atau badan tata usaha negara yang memilki ruang 
kebijkasanaan untuk itu.  
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Suatu kenyataan dalam praktek, bahwa banyak peraturan 
kebijaksanaan yang dibuat dan mengikat secara hukum terhadap 
warga masyarakat, sehingga peraturan kebijaksanaan sama 
halnya dengan peraturan perundang-undangan. Jika kenyataan 
tersebut yang berkembang dan digunakan sebagai landasan 
berfikir, maka dalam memetakan persamaan antara peraturan 
perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan yang sama-
sama berlakukeluar, ditujukan kepada masyarakat umum, dan 
mengikat secara umum, karena masyarakat yang terkena 
peraturan itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya. 
Dengan demikian peraturan kebijaksanaan yang umum sifatnya, 
berkembang menjadi mengikat secara umum dan ditujukan 
kepada umum. Perkembangan yang terjadi ini sebagai 
permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. 
Berbicara mengenawai wewenang, kewenangan daerah sendiri 
mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, 
kecuali kewenangan dalam bidang politik  luar negeri, pertahanan 
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan 
dalam bidang lain-lain. Kewenangan  dalam bidang lain tersebut 
meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, 
sistem adminisrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber 
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daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi 
tinggi yang strategis, konversi dan standarisasi nasional. 
Kewenangan daerah adalah hak dan kekuasaan daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi logis 
“model” negara kesatuan maka kewenangan-kewenangan daerah di 
Indonesia merupakan pemberian pemerintah pusat. Besar kecilnya 
kewenangan tidak ditentukan sendiri  oleh suatu daerah tetapi 
ditentukan pemerintah pusat. Walaupun demikian pemerintah pusat 
masih menyisihkan ruang yang dapat dimaksimalkan daerah,  
dimana daerah diberi kebebasan menjabarkan sendiri kewenangan 
sesuai kondisi obyektif. 
Ruang bebas yang tersedia itu hendaklah dimanfaatkan seoptimal 
mungkin untuk mendesain organisasi dan manajemen pemda yang 
ramping dan efisien. Hindari pemahaman yang keliru bahwa setiap 
kewenangan senantiasa diwadahi dalam suatu institusi. Pola kerja ini 
akan semakin menggemukkan birokrasi yang pada akhirnya 
mengurangi unjuk kerja (performance) aparatur dalam mengemban 
tugas dan tanggung jawab sebagai  pelayan masyarakat. Untuk itu 
diperlukan kaji tindak secara holistik komprehensif agar terpilah 
lingkup kewenangan yang akurat sehingga bisa dihindari duplikasi dan 
overlapping pembentukan institusi yang mewadahi kewenangan dan 
fungsi. 
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Dari bebarapa penjelasan yang ada kesemuanya akan menjadi 
acuan bagi pelaksana tugas sementara walikota dalam 
kedudukannya sebagai kepala daerah dalam peletakan wewenang 
sebagai pejabat yang berwenang. Pada faktor kualitas pelayanan 
publik, seorang kepala daerah dituntut untuk menjaga   kualitas 
pelayanan agar meningkat sejalan dengan penguatan hak otonomi 
yang dimiliki daerah. Ketersediaan pelayanan dasar seperti sandang, 
pangan, papan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli 
masyarakat, transportasi dan komunikasi, kependudukan dan lainnya 
harus secara kualitatif  dan  kuantitatif mengalami peningkatan. 
Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah tersedianya 
sarana dan prasarana umum untuk kepentingan publik. Dan sebagai 
pejabat yang berwenang yang menjalankan kebijaksanaan 
pemerintahan daerah, seorang kepala daerah harus memiliki visi yang 
terdepan dalam pembangunan daerah. 
Untuk itu sebagai pelaksana kebijakan itu sendiri, birokrasi 
merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dalam 
pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Sehingga pelaksanaan 
pembinaan sangat penting dilakukan untuk memberdayakan kualitas 
pegawai negeri tersebut. Upaya peningkatan profesionalisme 
pegawai negeri sipil dimaksudkan untukmeningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas pegawai negeri sipil sebagai unsur pelaku layanan 
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masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengimbangi 
tuntutan (demand) masyarakat yang terus meningkat sebagai akibat 
meningkatnya sistem masyarakat. 
Pembahasan mengenai rumusan masalah yakni implikasi hukum 
atas kebijakan yang keluarkan oleh pejabat pelaksana tugas 
sementara dalam menjalankan tugasnya selaku kepala daerah adalah 
keputusan yang diambil oleh penjabat bersifat mengikat bagi seluruh 
organ yang ada di dalam ligkup pemerintahannya, hal ini terjadi 
karena seluruh hak dan kewajiban walikota depenitif  sama dengan 
penjabat atau pelaksana tugas sementara. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala Bagian 
Hukum Setdako Parepare, Ali Latif mengatakan bahwa: 
“Keberlakuan keputusan yang diambil penjabat bersifat 
mengikat dan akan berlanjut apabila keputusan tersebut 
tidak diganti dengan keputusan baru walikota depenitif, hal 
ini terjadi disebabkan oleh segala hak dan kewajiban 
walikota depenitif dilaksanakan pula oleh pelaksana tugas 
sementara otomatis putusan yang dikeluarkannya pula akan 
bersifat sama”. 
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Selanjutnya beliau juga mengemukakan mengenai keberlakuan 
keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas walikota 
Parepare yakni: 
“keberlakuan keputusan yang dikeluarkan oleh palaksana 
tugas sementara saya belum tau secara jelas, jadi 
keputusan tersebut hanya dilaksanakan sesuai dengan 
instruksi dari menteri dalam negeri” 
Mengenai kewenangan pejabat pelaksana tugas sementara beliau 
mengatakan bahwa: 
“Pelaksana tugas sementara mempunyai  wewenang yang 
sama dengan walikota depenitif hanya saja pejabat 
pelaksana tugas sementara menjalankan kegiatan 
administratif saja”. 
 
Meskipun mempunyai kewenangan yang sama dengan walikota 
depenitif, pejabat pelaksana tugas sementara tidak bisa serta merta 
membuat suatu keputusan atau kebijakan. Hal yang menyangkut 
mengenai kebijakan tersebut seperti kebijakan untuk melakukan 
mutasi pegawai. 
Kenyataan yang terjadi, yakni waktu menjabat sebagi pelaksana 
tugas sementara walikota Parepare H. Sjamsu Alam pernah 
melakukan mutasi pegawai. Hal ini merupakan kebijakan yang tidak 
bisa dibuat oleh seorang pejabat pelaksana tugas sementara kerena 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  
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Menyangkut hal tersebut di atas, hasil wawancara dengan dengan 
Bapak Ali Latif Kepala bagian Hukum Setdako Parepare, beliau 
mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pejebat 
pelaksana tugas sementara tersebut, yakni mutasi pegawai tidak 
disetujui oleh kementrian dalam negeri. Olehnya itu pegawai yang 
sudah dimutasi tersebut dikembalikan ke posisi semula dan dilantik 
ulang. 
Selanjutnya mengenai sanksi yang diberikan atas kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pejabat pelaksana tugas tersebut, bapak Ali Latif 
mengatakan bahwa:  
“pejabat pelaksana tugas sementara tersebut sama sekali 
tidak diberikan sanksi. Hanya disuruh mengembalikan 
pegawai yang sudah dimutasi ke posisi semula dan 
dilakukan pelantikan ulang”. 
 
Menurut penulis sendiri, seharusnya ada sanksi dari kementrian 
dalam negeri sebagai pemberi mandat pejabat pelaksana tugas 
sementara atas kebijakan yang dikeluarkannya menyangkut mutasi 
pegawai. Penulis berpendapat demikian karena sudah diterangkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 bahwa pejabat 
pelaksana tugas atau yang disebut penjabat hanya melaksanakan 
kewenagan yang bersifat administrasi saja dan tidak diperbolehkan 
melakukan mutasi.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari rangkaian pembahasan di atas dan sesuai dengan hasil 
penelitian penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kewenangan walikota depenitif dengan penjabat atau pejabat 
pelaksana tugas sementara itu hampir sama dikarenakan segala 
hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh walikota depenitif juga 
dilakukan oleh penjabat atau pejabat pelaksana tugas sementara 
walikota, hal yang mengatur mengenai kewajiban pelaksana tugas 
sementara di atur di dalam SK pengangkatan dari hal tersebut 
segala hak dan kewajiban pelaksana tugas sementara telah ada di 
dalamnya. 
2. Implikasi hukum atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat 
pelaksana tugas sementara yaitu bersifat mengikat   dan 
dilaksanakan oleh seluruh organ yang ada dalam lingkup 
pemerintahannya, serta keputusan tersebut dapat berlaku dalam 
masa jabatannya sebagai pelaksana tugas sementara dan dapat 
diganti apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan serta tidak sesuai dengan SK pengangkatan 
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B. Saran 
Mengenai pembahasan dan pokok masalah yang telah dianalisis 
maka penulis menyarankan, yakni memungkinkan adanya suatu 
peraturan yang mengatur mengenai pelaksana tugas sementara, baik 
itu berupa Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan 
yang intinya mengatur mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan 
pelaksana tugas sementara serta hak dan kewajiban yang akan 
dilaksanakan oleh pelaksana tugas sementara, mengingat hal ini 
sangat penting agar dalam pelaksanaan tugas pejabat pelaksana 
tugas sementara dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. 
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